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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Pertimbangan judex juris membenarkan judex facti dalam menerapkan 

Hukum sebagaimana di putus berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang- 

Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun memperbaiki 

penjatuhan pidananya. Dalam putusannya judex juris menurut 

keyakinannya mengkualifikasikan terdakwa terbukti melanggar pasal 127. 

Meskipun, pasal tersebut tidak ada dalam dakwaan Penuntut Umum, 

Hakim dapat menjatuhkan pidana diluar dakwaan Penuntut Umum (ultra 

Petita). 

2. Pertimbangan Judex Juris ini sesuai dengan tujuan dari UU narkotika 

dengan melihat SEMA sebagai opsi tengah dalam meyakini bahwa 

Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127, meskipun pasal tersebut tidak 

diikutsertakan dalam dakwaan Penuntut Umum karena Hakim tidak boleh 

membuat putusan di luar surat dakwaan. 

B. Saran 

Dalam memilih kebenaran pembuktian Hakim perlu mempertimbangkan 

kesesuain fakta materiil. Dalam menjatuhkan pemidaan Hakim boleh 

menjatuhkan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan (ultra Petita), hal 

tersebut berdasarkan SEMA yang merupakan instrumen Hukum yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berfungsi sebagai 

pedoman bagi para Hakim, yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum 

 

 



 

 

69 

yang mengikat bagi para hakim. Dalam hal tersebut, hakim memilih kebenaran 

pembuktian yang sesuai dengan fakta materiil yang terungkap dalam 

persidangan. Hal tersebut berarti Hakim tidak hanya mempertimbangkan 

apakah suatu bukti benar atau tidak, tetapi juga memeriksa kesesuaian bukti 

tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.  
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